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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Indonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih

relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini

memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan

kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat

dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah

secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali

maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja

modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat

kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap

realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun

sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang

lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu.

Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat

partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan

satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa

petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih

selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan

golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Indonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new

in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of

motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short

term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and

capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the

allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the

incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital

expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in

certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure

realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has

more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and
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can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal

effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the

election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant

especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for

improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare

of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations.


